
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.414, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil. 
Sumber Daya Alam. Migas. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 164 /PMK.07/2009 
TENTANG 

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA 
ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 

TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang                         
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang memuat alokasi 
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak 
Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi 
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 
Anggaran 2008; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  5075); 

 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/ 2007 
tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan  
Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor176/PMK.07/ 2008; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/ 2007 
tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana 
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak 
Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
177/PMK.07/2008; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/ 2009 
tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber 
Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 
Tahun Anggaran 2008;   

Memperhatikan  :  1. Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan 
Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 mengenai Alokasi 
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 
Anggaran 2008; 

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Badan Pemeriksa 
Keuangan Nomor:02/33/ST/IV-XV.2/03/2009 tanggal                        
27 April 2009 Perihal Temuan Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Bagian Anggaran 070 dan Bagian Anggaran 
071 Tahun Anggaran 2008; MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL 
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK 
BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008. 

Pasal 1 
(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH 

SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 
dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA 
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Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 
Anggaran berjalan. 

(2) Dalam hal terdapat adanya kurang bayar atas 
penyaluran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi 
dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi 
dan Gas Bumi tersebut dialokasikan dalam Undang-
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

Pasal 2 
(1) Alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan 

Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan selisih antara 
DBH SDA Pertambangan minyak Bumi dan Gas Bumi 
berdasarkan realisasi dengan DBH SDA Pertambangan 
Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah disalurkan 
pada tahun berjalan. 

(2) Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
merupakan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas 
Bumi Tahun Anggaran 2008 sebesar 
Rp10.128.062.157.004,00 (sepuluh triliun seratus dua 
puluh delapan miliar enam puluh dua juta seratus lima 
puluh tujuh ribu empat rupiah). 

(3)  Sesuai hasil Kesimpulan Rapat Panitia Anggaran 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 
Pembahasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun  Anggaran  2009   sebagaimana   telah   diubah         
dengan Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2009, 
alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak 
Bumi dan Gas Bumi yang  telah disalurkan kepada 
daerah sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan  Nomor 136/PMK.07/ 2009 tentang 
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 
Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar 
Rp2.000.000.000.000,00  (dua triliun rupiah). 
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(4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor  47 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2010, alokasi kurang bayar DBH SDA 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang 
disetujui adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua 
triliun rupiah) yang terdiri dari :  
a. Alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp. 

1.117.484.635.284,00 (satu triliun seratus tujuh belas 
miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam 
ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh 
empat rupiah). 

b. Alokasi DBH SDA Gas Bumi sebesar                                            
Rp. 882.515.364.716,00 (delapan ratus delapan 
puluh dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus 
enam puluh empat ribu tujuh ratus enam belas 
rupiah). 
                                  Pasal 3 

(1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 
Tahun Anggaran 2008 termasuk dalam bagian 
Anggaran Transfer ke   Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor  47  Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2010.  

(2) Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 
Tahun Anggaran 2008 untuk daerah provinsi dan 
kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
Keuangan ini. 

                       Pasal 4 
(1)  Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan 
Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan sekaligus 
dalam Tahun Anggaran 2009.  
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(2) Tata cara penyaluran Kurang Bayar DBH SDA 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 
Anggaran  2008 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

        Pasal 5 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 November 2009 
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA,  

 
 

SRI MULYANI INDRAWATI 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 November 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
164/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI KURANG 
BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM 
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 
TAHUN ANGGARAN 2008 

  
  

ALOKASI KURANG BAYAR 
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN 

GAS BUMI  TAHUN ANGGARAN 2008 
  

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  (dalam rupiah) 
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 

1 2 3 4 5 
I NANGGROE ACEH DARUSSALAM 21.992.357.882 87.720.059.283 109.712.417.165 
 Provinsi 19.837.495.735 56.893.411.116 76.730.906.851 
 - Bagian Provinsi 538.715.534 7.706.662.043 8.245.377.577 
 - Tambahan Dalam Rangka Otsus  19.298.780.201 49.186.749.073 68.485.529.274 

1 Kab. Aceh Barat 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
2 Kab. Aceh Besar 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
3 Kab. Aceh Selatan 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
4 Kab. Aceh Singkil 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
5 Kab. Aceh Tengah 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
6 Kab. Aceh Tenggara 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
7 Kab. Aceh Timur 51.099.745 656.618.407 707.718.152 
8 Kab. Aceh Utara 824.264.952 15.492.328.650 16.316.593.602 
9 Kab. Bireuen 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
10 Kab. Aceh Pidie 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
11 Kab. Simeuleu 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
12 Kota Banda Aceh 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
13 Kota Sabang 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
14 Kota Langsa 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
15 Kota Lhokseumawe 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
16 Kab. Nagan Raya 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
17 Kab. Aceh Jaya 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
18 Kab. Aceh Barat Daya 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
19 Kab. Aceh Gayo Lues 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
20 Kab. Aceh Tamiang 300.014.650 665.588.310 965.602.960 
21 Kab. Bener Meriah 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
22 Kab. Pidie Jaya 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
23 Kota Subulussalam 48.974.140 700.605.640 749.579.780 
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                                                                                                               (dalam rupiah) 

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 
1 2 3 4 5 

     II SUMATERA UTARA 202.213.949 - 202.213.949 
  Provinsi 40.442.791 - 40.442.791 
1 Kab. Asahan 3.235.423 - 3.235.423 
2 Kab. Dairi 3.235.423 - 3.235.423 
3 Kab. Deli Serdang 3.205.057 - 3.205.057 
4 Kab. Tanah Karo 3.235.423 - 3.235.423 
5 Kab. Labuhan Batu 3.235.423 - 3.235.423 
6 Kab. Langkat 68.165.462 - 68.165.462 
7 Kab. Mandailing Natal 3.235.423 - 3.235.423 
8 Kab. Nias 3.235.423 - 3.235.423 
9 Kab. Simalungun 3.235.423 - 3.235.423 
10 Kab. Tapanuli Selatan 3.235.423 - 3.235.423 
11 Kab. Tapanuli Tengah 3.235.423 - 3.235.423 
12 Kab. Tapanuli Utara 3.235.423 - 3.235.423 
13 Kab. Toba Samosir 3.235.423 - 3.235.423 
14 Kota Binjai  15.985.910 - 15.985.910 
15 Kota Medan 3.235.423 - 3.235.423 
16 Kota Pematang Siantar 3.235.423 - 3.235.423 
17 Kota Sibolga 3.235.423 - 3.235.423 
18 Kota Tanjung Balai 3.235.423 - 3.235.423 
19 Kota Tebing Tinggi 3.235.423 - 3.235.423 
20 Kota Padang Sidempuan 3.235.423 - 3.235.423 
21 Kab. Pakpak Bharat 3.235.423 - 3.235.423 
22 Kab. Nias Selatan 3.235.423 - 3.235.423 
23 Kab. Humbang Hasudutan 3.235.423 - 3.235.423 
24 Kab. Serdang Berdagai 3.235.423 - 3.235.423 
25 Kab. Samosir 3.235.423 - 3.235.423 
26 Kab. Batu Bara 3.235.423 - 3.235.423 
          

III RIAU 525.495.802.147 - 525.495.802.147 
  Provinsi 105.099.160.429 - 105.099.160.429 
1 Kab. Bengkalis 100.592.501.189 - 100.592.501.189 
2 Kab. Indragiri Hilir 21.019.832.086 - 21.019.832.086 
3 Kab. Indragiri Hulu 21.239.734.933 - 21.239.734.933 
4 Kab. Kampar 44.184.811.500 - 44.184.811.500 
5 Kab. Kuantan Singingi 21.019.832.086 - 21.019.832.086 
6 Kab. Pelalawan 21.453.808.818 - 21.453.808.818 
7 Kab. Rokan Hilir 59.940.399.839 - 59.940.399.839 
8 Kab. Rokan Hulu 21.806.768.611 - 21.806.768.611 
9 Kab. Siak 67.067.011.825 - 67.067.011.825 
10 Kota Dumai 21.019.832.086 - 21.019.832.086 
11 Kota Pekanbaru 21.052.108.745 - 21.052.108.745 
          

IV RIAU KEPULAUAN 215.174.010.704 115.070.886.433 330.244.897.137 
  Provinsi 44.931.102.566 30.728.487.407 75.659.589.973 
1 Kab. Bintan 17.688.910.015 10.973.157.664 28.662.067.679 
2 Kab. Natuna 81.798.358.063 29.476.610.706 111.274.968.769 
3 Kab. Karimun 17.688.910.015 10.973.157.664 28.662.067.679 
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                                                                                                                    (dalam rupiah) 
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 

1 2 3 4 5 
4 Kota Batam 17.688.910.015 10.973.157.664 28.662.067.679 
5 Kota Tanjung Pinang 17.688.910.015 10.973.157.664 28.662.067.679 
6 Kab. Lingga 17.688.910.015 10.973.157.664 28.662.067.679 
          
V JAMBI 40.070.110.651 34.716.685.193 74.786.795.844 
  Provinsi 8.242.142.400 7.065.930.529 15.308.072.929 
1 Kab. Batanghari 1.602.268.056 1.343661.200 2.945.929.256 
2 Kab. Bungo 1.831.587.274 1.570.206.813 3.401.794.087 
3 Kab. Kerinci 1.831.587.274 1.570.206.813 3.401.794.087 
4 Kab. Merangin 1.831.587.274 1.570.206.813 3.401.794.087 
5 Kab. Muaro Jambi 2.227.482.899 1.234.961.558 3.462.444.457 
6 Kab. Sarolangun 1.745.866.363 1.156.410.595 2.902.276.958 
7 Kab. Tanjung Jabung Barat 11.716.372.331 10.968.730.235 22.685.102.566 
8 Kab. Tanjung Jabung Timur 5.141.105.956 5.317.005.674 10.458.111.630 
9 Kab. Tebo 1.792.268.425 1.552.236.031 3.344.504.456 
10 Kota Jambi 2.107.842.399 1.367.128.932 3.474.971.331 
          

VI SUMATERA SELATAN 88.276.289.596 146.510.814.592 234.787.104.188 
  Provinsi 17.903.053.097 28.686.228.203 46.589.281.300 
1 Kab. Lahat 3.145.495.669 4.168.898.692 7.314.394.361 
2 Kab. Musi Banyuasin 26.628.025.713 54.774.594.627 81.402.620.340 
3 Kab. Musi Rawas 5.769.426.404 14.879.569.290 20.648.995.694 
4 Kab. Muara Enim 4.266.958.711 1.924.690.680 6.191.649.391 
5 Kab. Ogan Komering Ilir 2.557.579.031 4.098.032.650 6.655.611.681 
6 Kab. Ogan Komering Ulu 3.715.624.247 3.149.127.274 6.864.751.521 
7 Kota Palembang 2.557.579.031 4.098.032.650 6.655.611.681 
8 Kota Pagar Alam 2.557.579.031 4.098.032.650 6.655.611.681 
9 Kota Lubuk Linggau 2.557.579.031 4.098.032.650 6.655.611.681 
10 Kota Prabumulih 2.557.579.031 3.246.976.809 5.888.569.533 
11 Kab. Banyuasin 3.642.509.352 3.083.248.805 6.725.758.157 
12 Kab. Ogan Ilir  2.557.579.031 3.911.251.662 6.571.802.124 
13 Kab. Oku Timur 2.557.579.031 4.098.032.650 6.655.611.681 
14 Kab. Oku Selatan 2.557.579.031 4.098.032.650 6.655.611.681 
15 Kab. Empat Lawang 2.557.579.031 4.098.032.650 6.655.611.681 

     
VII BANGKA BELITUNG 2.295.864.206 - 2.295.864.206 

 Provinsi 765.287.760 - 765.287.760 
1 Kab. Bangka 218.653.778 - 218.653.778 
2 Kab. Belitung 218.653.778 - 218.653.778 
3 Kota Pangkal Pinang 218.653.778 - 218.653.778 
4 Kab. Bangka Selatan 218.653.778 - 218.653.778 
5 Kab. Bangka Tengah 218.653.778 - 218.653.778 
6 Kab. Bangka Barat 218.653.778 - 218.653.778 
7 Kab. Belitung Timur 218.653.778 - 218.653.778 
     

VIII LAMPUNG 20.051.449.057 - 20.051.449.057 
 Provinsi 5.862.731.215 - 5.862.731.215 

1 Kab. Lampung Barat 1.199.915.763 - 1.199.915.763 
2 Kab. Lampung Selatan 1.199.915.763 - 1.199.915.763 
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     (dalam rupiah) 
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 

1 2 3 4 5 
3 Kab. Lampung Tengah 1.199.915.763 - 1.199.915.763 
4 Kab. Lampung Utara 1.199.915.763 - 1.199.915.763 
5 Kab. Lampung Tumur 3.389.475.975 - 3.389.475.975 
6 Kab. tanggamus 1.199.915.763 - 1.199.915.763 
7 Kab. Tulangbawang 1.199.915.763 - 1.199.915.763 
8 Kab. Way Kanan 1.199.915.763 - 1.199.915.763 
9 Kota Bandar Lampung  1.199.915.763 - 1.199.915.763 
10 Kota Metro 1.199.915.763 - 1.199.915.763 

     
IX DKI JAKARTA 3.750.233.084 - 3.750.233.084 

     
X JAWA BARAT 13.945.625.340 - 13.945.625.340 
 Provinsi 3.966.058.259 - 3.966.058.259 

1 Kab. Bandung 308.216.827 - 308.216.827 
2 Kab. Bekasi 1.643.809.364 - 1.643.809.364 
3 Kab. Bogor 308.216.827 - 308.216.827 
4 Kab. Ciamis 308.216.827 - 308.216.827 
5 Kab. Cianjur 308.216.827 - 308.216.827 
6 Kab. Cirebon 308.216.827 - 308.216.827 
7 Kab. Garut 308.216.827 - 308.216.827 
8 Kab. Indramayu 765.207.815 - 765.207.815 
9 Kab. Karawang 428.248.805 - 428.248.805 
10 Kab. Kuningan 308.216.827 - 308.216.827 
11 Kab. Majalengka 329.696.550 - 329.696.550 
12 Kab. Purwakarta 308.216.827 - 308.216.827 
13 Kab. Subang 340.051.180 - 340.051.180 
14 Kab. Sukabumi 308.216.827 - 308.216.827 
15 Kab. Sumedang 308.216.827 - 308.216.827 
16 Kab. Tasikmalaya 308.216.827 - 308.216.827 
17 Kota Bandung 308.216.827 - 308.216.827 
18 Kota Bekasi 308.216.827 - 308.216.827 
19 Kota Bogor 308.216.827 - 308.216.827 
20 Kota Cirebon 308.216.827 - 308.216.827 
21 Kota Depok 308.216.827 - 308.216.827 
22 Kota Sukabumi 308.216.827 - 308.216.827 
23 Kota Cimahi 308.216.827 - 308.216.827 
24 Kota Tasikmalaya 308.216.827 - 308.216.827 
25 Kota Banjar 308.216.827 - 308.216.827 
26 Kab. Bandung Barat 308.216.827 - 308.216.827 

     
XI JAWA TENGAH 204.218.290 - 204.218.290 

 Provinsi 40.843.659 - 40.843.659 
1 Kab. Banjarnegara 2.402.568 - 2.402.568 
2 Kab. Banyumas 2.402.568 - 2.402.568 
3 Kab. Batang 2.402.568 - 2.402.568 
4 Kab. Blora 81.676.065 - 81.676.065 
5 Kab. Boyolali 2.402.568 - 2.402.568 
6 Kab. Brebes 2.402.568 - 2.402.568 
7 Kab. Cilacap 2.402.568 - 2.402.568 
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     (dalam rupiah) 
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 

1 2 3 4 5 
8 Kab. Demak 2.402.568 - 2.402.568 
9 Kab. Grobogan  2.413.822 - 2.413.822 
10 Kab. Jepara 2.402.568 - 2.402.568 
11 Kab. Karanganyar 2.402.568 - 2.402.568 
12 Kab. Kebumen 2.402.568 - 2.402.568 
13 Kab. Kendal 2.402.568 - 2.402.568 
14 Kab. Klaten 2.402.568 - 2.402.568 
15 Kab. Kudus 2.402.568 - 2.402.568 
16 Kab. Magelang 2.402.568 - 2.402.568 
17 Kab. Pati 2.402.568 - 2.402.568 
18 Kab. Pekalongan 2.402.568 - 2.402.568 
19 Kab. Pemalang 2.402.568 - 2.402.568 
20 Kab. Purbalingga 2.402.568 - 2.402.568 
21 Kab. Purworejo 2.402.568 - 2.402.568 
22 Kab. Rembang 2.402.568 - 2.402.568 
23 Kab. Semarang 2.402.568 - 2.402.568 
24 Kab. Sragen 2.402.568 - 2.402.568 
25 Kab. Sukoharjo 2.402.568 - 2.402.568 
26 Kab. Tegal 2.402.568 - 2.402.568 
27 Kab. Temanggung 2.402.568 - 2.402.568 
28 Kab. Wonogiri 2.402.568 - 2.402.568 
29 Kab. Wonosobo 2.402.568 - 2.402.568 
30 Kota Magelang 2.402.568 - 2.402.568 
31 Kota Pekalongan 2.402.568 - 2.402.568 
32 Kota Salatiga 2.402.568 - 2.402.568 
33 Kota Semarang 2.402.568 - 2.402.568 
34 Kota Surakarta 2.402.568 - 2.402.568 
35 Kota Tegal 2.402.568 - 2.402.568 
          

XII JAWA TIMUR 14.530.026.552 - 14.530.026.552 
  Provinsi 3.272.988.482 - 3.272.988.482 
1 Kab. Bangkalan 32.853.424 - 32.853.424 
2 Kab. Banyuwangi 176.355.499 - 176.355.499 
3 Kab. Blitar 176.355.499 - 176.355.499 
4 Kab. Bojonegoro 4.023.382.234 - 4.023.382.234 
5 Kab. Bondowoso 176.355.499 - 176.355.499 
6 Kab. Gresik 270.992.210 - 270.992.210 
7 Kab. Jember 176.355.499 - 176.355.499 
8 Kab. Jombang 176.355.499 - 176.355.499 
9 Kab. Kediri 176.355.499 - 176.355.499 
10 Kab. Lamongan 176.355.499 - 176.355.499 
11 Kab. Lumajang 176.355.499 - 176.355.499 
12 Kab. Madiun 176.355.499 - 176.355.499 
13 Kab. Magetan 176.355.499 - 176.355.499 
14 Kab. Malang 176.355.499 - 176.355.499 
15 Kab. Mojokerto 176.355.499 - 176.355.499 
16 Kab. Nganjuk 176.355.499 - 176.355.499 
17 Kab. Ngawi 176.355.499 - 176.355.499 
18 Kab. Pacitan 176.355.499 - 176.355.499 
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     (dalam rupiah) 
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 

1 2 3 4 5 
19 Kab. Pamekasan 176.355.499 - 176.355.499 
20 Kab. Pasuruna 176.355.499 - 176.355.499 
21 Kab. Ponorogo 176.355.499 - 176.355.499 
22 Kab. Probolinggo 176.355.499 - 176.355.499 
23 Kab. Sampang 176.355.499 - 176.355.499 
24 Kab. Sidoarjo 176.355.499 - 176.355.499 
25 Kab. Situbondo 176.355.499 - 176.355.499 
26 Kab. Sumenep 130.628.140 - 130.628.140 
27 Kab. Trenggalek 176.355.499 - 176.355.499 
28 Kab. Tuban 979.450.596 - 979.450.596 
29 Kab. Tulungagung 176.355.499 - 176.355.499 
30 Kota Blitar 176.355.499 - 176.355.499 
31 Kota Kediri 176.355.499 - 176.355.499 
32 Kota Madiun 176.355.499 - 176.355.499 
33 Kota Malang 176.355.499 - 176.355.499 
34 Kota Mojokerto 176.355.499 - 176.355.499 
35 Kota Pasuruan 176.355.499 - 176.355.499 
36 Kota Probolinggo 176.355.499 - 176.355.499 
37 Kota Surabaya 176.355.499 - 176.355.499 
38 Kota Batu 176.355.499 - 176.355.499 
          

XIII KALIMANTAN SELATAN 1.227.880.643 - 1.227.880.643 
  Provinsi 245.576.128 - 245.576.128 
1 Kab. Banjar 40.929.355 - 40.929.355 
2 Kab. Barito Kuala 40.929.355 - 40.929.355 
3 Kab. Hulu Sungai Selatan 40.929.355 - 40.929.355 
4 Kab. Hulu Sungai Tengah 40.929.355 - 40.929.355 
5 Kab. Hulu Sungai Utara 40.929.355 - 40.929.355 
6 Kab. Kota Baru 40.929.355 - 40.929.355 
7 Kab. Tabalong 463.520.768 - 463.520.768 
8 Kab. Tanah Laut 40.929.355 - 40.929.355 
9 Kab. Tapin 40.929.355 - 40.929.355 
10 Kota Banjar Baru 40.929.355 - 40.929.355 
11 Kota Banjarmasin 40.929.355 - 40.929.355 
12 Kab. Balangan 68.560.842 - 68.560.842 
13 Kab. Tanah Bumbu 40.929.355 - 40.929.355 
          

XIV KALIMANTAN TIMUR 159.222.857.263 498.496.919.215 657.719.776.478 
  Provinsi 40.525.280.696 124.688.588.862 165.213.869.558 
1 Kab. Berau 6.470.103.891 19.955.356.419 26.425.460.310 
2 Kab. Bulungan 6.428.721.787 19.422.065.280 25.850.787.067 
3 Kab. Kutai Kartanegara 37.288.463.662 134.907.164.114 172.195.627.776 
4 Kab. Kutai Barat 6.470.103.891 19.955.356.419 26.425.460.310 
5 Kab. Kutai Timur 6.767.799.971 19.801.721.462 26.569.521.433 
6 Kab. Malinau 6.470.103.891 19.955.356.419 26.425.460.310 
7 Kab. Nunukan 6.558.228.867 19.582.455.570 26.140.684.437 
8 Kab. Pasir 6.470.103.891 19.955.356.419 26.425.460.310 
9 Kota Balikpapan 6.470.103.891 19.955.356.419 26.425.460.310 
10 Kota Bontang 7.576.252.057 19.815.933.902 27.392.185.959 
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     (dalam rupiah) 
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MINYAK BUMI GAS BUMI JUMLAH 

1 2 3 4 5 
11 Kota Samarinda 6.495.556.052 20.477.433.231 26.972.989.283 
12 Kota Tarakan 7.069.114.455 19.171.472.804 26.240.587.259 
13 Kab. Penajem Paser Utara 8.162.920.263 20.853.301.895 29.016.222.158 
          

XV PAPUA BARAT 11.045.695.920 - 11.045.695.920 
  Provinsi 2.209.139.184 - 2.209.139.184 
1 Kab. Sorong 3.504.628.404 - 3.504.628.404 
2 Kab. Manokwari 552.284.796 - 552.284.796 
3 Kab. Fak Fak 552.284.796 - 552.284.796 
4 Kota Sorong 552.284.796 - 552.284.796 
5 Kab. Sorong Selatan 552.284.796 - 552.284.796 
6 Kab. Raja Ampat 1.489.269.949 - 1.489.269.949 
7 Kab. Teluk Bintuni 528.949.607 - 528.949.607 
8 Kab. Teluk Wondama 552.284.796 - 552.284.796 
9 Kab. Kaimana 552.284.796 - 552.284.796 
          
  TOTAL NASIONAL 1.117.484.635.284 882.515.364.716 2.000.000.000.000 
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